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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam · huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Purbalingga; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan 
tanggung jawab Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dan seiring dengan 
dinamika perkembangan perekonomian daerah, maka perlu 
penyesuaian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2013 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu 
mengatur kembali Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Purbalingga; 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5588); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor O 1 Tahun 
2013 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Purbalingga (Lernbaran Daerah Kabupaten ~ 
Purbalingga Tahun 2013 Nomor 01); J /} 



Tunjangan perurnahan sebagairnana dirnaksud dalarn 
Pasal 1 diberikan dalarn bentuk uang dan dibayarkan setiap r 
bulan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2016. i di" 

Pasal 5 

Dikecualikan dari ketentuan dalarn Pasal 1 dan Pasal 3 
adalah bagi Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah disediakan dan 
rnenernpati rurnah jabatan pirnpinan atau rurnah dinas 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rnaka kepada 
yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perurnahan. 

Pasal 4 

Besamya Tunjangan Perurnahan sebagairnana dirnaksud 
dalarn Pasal 1 ditetapkan sebesar: 
a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Purbalingga Rp7.750.000,00 / bulan; 
b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Purbalingga Rp7 .250.000,00 / bulan; 
c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Purbalingga Rp6. 950.000,00 / bulan. 

Pasal 3 

Tunjangan Perurnahan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 
1, ditetapkan dengan rnernpertirnbangkan asas kepatutan, 
kewajaran dan rasionalitas serta standar harga sewa rurnah 
dan perlengkapannya yang berlaku di Kabupaten 
Purbalingga. 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati 1n1 ditetapkan Tunjangan 
Perurnahan bagi Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA. 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nornor 8 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2015 Nornor 8); 

Menetapkan 



ODADIYANTO_., 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 112 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 31 Desember 2 15 
Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA, 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 31J Desembelt' 2 15"" 

~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 71 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan Bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 71) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 

- .. 


